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ABSTRAK:
Bersamaan dengan perkembangan pendidikan agama di sekolah umum, perhatian terhadap madrasah atau pendidikan 
agama Islam umumnya, terjadi sejak Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) di masa setelah 
kemerdekaan mengeluarkan maklumat dan mengajukan pendidikan atau pengajaran di langgar, surau, masjid, dan 
madrasah berjalan terus dan ditinggkatkan”. Madrasah dalam bentuknya yang kita kenal saat ini secara harfiah 
berasal dari bahasa Arab yang artinya sama atau setara dengan kata Indonesia “sekolah” (school). Madrasah di sini 
kemudian memiliki konotasi spesifik, di mana anak memperoleh pelajaran agama.Madrasa inilah yang tadinya disebut 
pendidikan keagamaan dalam bentuk belajar mengaji Al-Qur’an, kemudian ditambah dengan pelajaran ibadah praktis, 
terus ke pengajaran tauhid, hadis, tafsir, tarikh Islam dalam basaha Arab. Kemudian masuk pula pelajaran umum dan 
keterampilan. Dari segi jenjang pendidikan, mulanya madrasah identik dengan belajar mengaji Quran, jenjang pengajian 
kitab tinggkat dasar dan pengajian kitab lebih lanjut, kemudian berubah ke jenjang Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah 
Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah. 
Kata kunci: Sejarah, Pendidikan Islam,Madrasah, Sekolah umum yang berciri khas Islam
ABSTRACT:
Along with the development of religious education in public schools, attention to madrassas or Islamic religious education in 
general, have occurred since the Working Committee of Central Indonesian National Committee (BPKNIP) in the period 
after independence issuing edicts and propose educational or teaching violated, surau, mosques, and madrasas run continue 
and ditinggkatkan “. Madrasah in the form we know today literally comes from the Arabic word that means the same or 
equivalent to the Indonesian word “school” (school). Madrasah here then has a specific connotation, where children receive 
lessons agama.Madrasa is what was referred to religious education in the form of learned reading the Qur’an, and then 
coupled with the lessons of practical worship, continue to the teaching of monotheism, Hadith, Tafseer, Islamic dates in 
Arabic basaha. Then enter all general subjects and skills. In terms of education level, initially identical to the madrassa to 
learn Koran, the book of tinggkat basic level recitation and study the book more, then changed to the level of Government 
Elementary School, MTs, and Madrasah Aliyah.
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PENDAHULUAN
Menurut catatan sejarah, kebijakan politik 
penjajahan yang sangat tidak menguntungkan 
umat Islam dulu sempat memicu beberapa 
lembaga keagamaan Islam mengisolir diri dari 
intervensi “dunia luar” dengan tetap meng ajarkan 
hanya pelajaran agama. Namun sekelompok 
yang lain melihat banyak hal yang menarik dari 
sistem “sekolah Belanda”, sehingga menimbulkan 
gagasan membuka sekolah dengan tambahan 
pelajaran agama, disamping ada juga sekolah 
yang tetap fokus pada pengajaran agama 
namun dengan mengadopsi sistem sekolah serta 
tambahan beberapa mata pelajaran umum. 
Pada saat itu, perguruan keagamaan dalam 
bentuk persekolahan ada yang menggunakan 
nama madrasah di banyak daerah jawa dan 
luar jawa, maktab di Medan, kuliyah muallimini 
di Sumatra Barat, dll. Beberapa perguruan ke-
agamaan tersebut dimotori juga oleh kaum 
pesantren.Tidak seluruhnya berisi ilmu agama. 
Muhammadiyah misalnya, pola menggunakan 
50% agama 50% umum.
Pertama, mengadopsi sistem dan lembaga 
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pendidikan modern (Belanda) secara hampir 
menyeluruh. Usaha ini melahirkan sekolah-
sekolah umum model Belanda tetapi diberi 
muatan tambahan pengajaran Islam. 
Kedua ,munculnya madrasah modern, yang 
secara terbatas mengadopsi subtansi dan 
metologi pendidikan modern Belanda, namun 
tetap meng gunakan madrasah dan lembaga 
tradisional pendidikan Islam sebagai basis 
utamanya. 
Kedua bentuk dasar ini pada dasarnya 
terus berlanjut. Satu sisi terdapat sistem dan 
kelembagaan “pendidikan Islam” yang se benar-
nya pendidikan umum dengan memasukkan 
pengajaran agama. Kelompok ini biasanya 
menamakan sekolah dengan SDI, SMPI, dan 
SMAI. Di sisi lain, ada sistem dan kelembagaan 
“madrasah” yang menitik beratkan pengajaran 
agama baru kemudian memasukkan pelajaran 
umum dengan keagamaan corak dan orientasinya. 
Pada kesempatan ini penulis hanya membahas 
yang di namakan “ Madrasah “
MADRASAH DAN EKSISTENSINYA
Madrasah adalah salah satu jenis lembaga 
pendidikan Islam yang berkembang di Indonesia 
di samping masjid dan pesantren. Madrasah 
pernah berkembang pada abad 11 dan atau priode 
pertengahan sejarh Islam,khususnya di wilayah 
Baghdad seperti Madrasah Nizamiyah.1 Namun 
kehadiran madrasah di Indonesia terjadi pada 
awal abad ke-20.Tampaknya tokoh Zainuddin 
Labay dapat disebut sebagai tokoh pertama 
yang pada tanggal 10 Oktober 1915 mendirikan 
lembaga pendidikan Islam (madrasah) di Padang 
Panjang, mungkin yang dimaksud juga memberi 
pelajaran umum di samping pelajaran agama, 
sebelum berkembangnya lembaga serupa di 
berbagai daerah.2 Ada juga pendapat yang 
mengatakan bahwa pada tahun itu pula berdirilah 
madrasah sebagai lemba pendidikan Islam 
yang pertama di Jawah Tengah yang bernama 
1 George Makdisi,”(The Rise of College Insitutions of Islam and 
The West)”, Endinburgh Universiti Press 1991 Hal.40. lihat juga 
Mansur dan mahfud Junaedi ,“(Rekonstruksi Sejarah Pendidikan 
Islam di Indonesia),” Depag, Direktorat Jendral Kelembagaan 
Agama Islam,Jakarta,Th 2005 .Hal. 98 
2 Hamka,”(Kenang-kenangan Hidup)”, Gapura, Jakarta 1951, 
Hal. 40 
Madrasah Muawanatul Muslimin Kenepan (M3K) 
di kudus yang didirikan pada tanggal 7 Juli 1915. 
Madrasah tersebut adalah setingkat ibtidaiyah 
(dasar). Lama pelajaran 8 tahun terdiri dari 
kelas 9, kelas 1 A, kelas 1 B, kemudian kelas 
2 sapai kelas 6. Mata pelajarannya terdiri dari 
agama dan pengetahuan umum.3
Secara historis, kelahiran madrasah di 
Indonesia bisa dilihat dari dua aspek, yaitu: 
pertama, aspek internal diantaranya meliputi 
faktor ajaran Islam dan kondisi pendidikan Islam 
di Indonesia. Kedua, aspek eksternal diantara nya 
yang menyangkut kondisi pendidikan modern 
kolonial di Indonesia.Secar sosial kultural 
masyarakat Islam di Indonesia dan variasi 
ke agamaan mempunyai perbedaan dengan 
masyarakat dan tradisi keagamaan di negara-
negara Islam lainnya.Sebelum kedatangan Islam 
masyarakat Indonesia sudah lebih dulu mengenal 
dan terbentuk ole budaya non Islam, yakni 
Hindu dan Budha, Animismem dan Dinamisme. 
Islam masuk ke Indonesia tidak dalam keadaan 
kekosongan budaya, tetapi justru sudah terbentuk 
oleh budaya-budaya sebelumnya sehingga ajaran 
Islam di Indonesia terbentuk bukan hanya dari 
ajaran Islam murni, tetapi lebih merupakan 
ajaran yang terkombinasikan dengan budaya 
lokal yang sudah terbentuk sebelumnya. 
Kelenturan ajaran Islam yang mengandung nilai-
nilai Islam dengan nilai-nilai budaya lokal yang 
sudah berkembang.
Perpaduan antara Islam yang membawa 
semangat untuk pencarian ilmu pengetahuan 
dan pengembangannya, dengan budaya lokal 
di Indonesia membentuk tradisi intelektualitas 
tersendiri yang tidak terlepas dari karakter-
karakter budaya masing-masing. Islam yang 
berkombinasi dengan budaya-budaya lokal 
atau yang sering disebut dengan Islam sinkretis 
inilah yang kemudian banyak berkembang dan 
diterima oleh kebanyak masyarakat Indonesia. 
Maka budaya Islam Indonesia lebih merupakan 
kelanjutan budaya-budaya yang terbentuk ber-
kombinasi dengan ajaran-ajaran Islam.Islam 
sinkretis yang berkembang di Indonesia inilah 
3 Mansur dan mahfud Junaedi ,“(Rekonstruksi Sejarah Pendidikan 
Islam di Indonesia)”, Depag Direktorat Jendral  Kelembagaan Agama 
Islam, Jakarta,Th 2005 .Hal.98
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yang kemudian berinteraksi dengan budaya-
budaya lain, termasuk budaya Barat. Madrasah 
adalah salah satu hasil dari bentuk perpaduan 
antara budaya Islam yang mempunyai akar 
budaya Nusantara dan budaya Barat.
Dengan adanya undang-undang tentang 
sistem pendidikan nasional adalah merupakan 
seperangkat aturan atau ketentuan yang terpadu 
dari semua satuan dan kegiatan yang berkaitan 
satu dengan yang lainnya untuk mengusahakan 
tercapainya tujuan pendidikan nasional.4 Bagi 
umat Islam, madrasah merupakan lembaga 
pendidikan Islam yang berakar dari tradisi Islam 
sendiri sehingga tidak mungkin ditangani secara 
sekuler. Tetapi pemerintah juga memahami 
bahwa umat Islam menuntut hak dan status 
yang lebih baik bagi madrasah sebagai bagian 
dari sistem pendidikan nasional sehingga 
kedudukan dan orientasi sama dengan sekolah.5
Madrasah sebagai lembaga pendidikan 
Islam walaupun mempunyai tujan khusus 
akan tetapi pendidikan yang dilaksanakannya 
harus merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari sistem pendidikan nasional dalam arti 
bahwa pendidikan pada madrasah harus dapat 
memberi kontribusi terhadap tujuan pendidikan 
nasional. Sistem pendidikan yang berlaku di 
Indonesia khususnya dari awal sampai proses 
menamatkan anak didik telah diatur oleh pusat 
sebagai pemegang kebijakan, maka perlu adanya 
upaya restrukturisasi ataupun reformasi dalam 
dunia pendidikan. Mungkin adanya kurikulum 
berbasi sekolah adalah merupakan langkah awal 
dalam menata ulang sistem pendidikan yang 
sudah berlaku untuk kemajuan suatu lembaga 
pendidikan yang akan datang. 
MADRASAH DAN PERHATIAN NEGARA
Bersamaan dengan perkembangan pendidikan 
agama di sekolah umum, perhatian ter hadap 
madrasah atau pendidikan agama Islam umum -
nya terjadi sejak Badan Pekerja Komite Nasional 
Indonesia Pusat (BPKNIP) di masa setelah 
kemerdekaan mengeluarkan maklumat dan 
mengajukan pendidikan atau pengajaran di 
4 Ibid Hal . 99
5 Maksud,”(Madrasah, Sejarah dan Perkembangannya), Logos 
Wacana Ilmu,Jakarta 1999 Hal. 148
langgar, surau, masjid, dan madrasah berjalan 
terus dan ditinggkatkan”.6 Madrasah dalam 
bentuknya yang kita kenal saat ini secara harfiah 
berasal dari bahasa Arab yang artinya sama 
atau setara dengan kata Indonesia “sekolah” 
(school). Madrasah di sini kemudian memiliki 
konotasi spesifik, di mana anak memperoleh 
pelajaran agama.Madrasah inilah yang tadinya 
disebut pendidikan keagamaan dalam bentuk 
belajar mengaji Al-Qur’an, kemudian ditambah 
dengan pelajaran ibadah praktis, terus ke 
pengajaran tauhid, hadis, tafsir, tarikh Islam 
dalam basaha Arab. Kemudian masuk pula 
pelajaran umum dan keterampilan. Dari segi 
jenjang pendidikan, mulanya madrasah identik 
dengan belajar mengaji Quran, jenjang pengajian 
kitab tinggkat dasar dan pengajian kitab lebih 
lanjut, kemudian berubah ke jenjang Madrasah 
Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah 
Aliyah. 
Perhatian pemeritah RI terhadap madrasah 
terbukti sejak Kementrian Agama dalam struktur 
organisasinya, memperuntukkan Bagian C bagian 
pendidikan dengan tugas pokoknya mengurusi 
masalah masalah pendidikan agama di sekolah 
umum dan pendidikan agama di sekolah agama 
(madrasah dan pesantren).7 
Namun perhatian pemerintah begitu besar 
di awal kemerdekan yang ditandai dengan tugas 
Dapertemen Agma dan beberapa keputusan 
BPKNIP ini tampaknya tidak berlanjut. Hal 
ini tampak ketika Undang-undang Pendidikan 
Nasional pertama (UU No.4 Tahun 1950 jo UU 
No. 12 Tahun 1954) diundangkan, masalah 
madrasah dan pesantren tidak dimasukan sma 
sekali, yang ada hanya masalah pendidikan 
agama yang telah mendapat pengakuan dari 
Menteri Agama dianggap telah memenuhi 
kewajiban belajar.8 Dampaknya, madrasah 
6 Pada tangggal 27 Desember 1945, sebagai tindak lanjut 
dari maklumat di atas, BPKNIP menyaran agar agar Madrasah 
dan Pondok Pesantren mendapatkan perhatian dan bantuan 
materil dari pemerintah, karena Madarasah dan Ponpes pada 
hakekatnya adalah salah satu alat dan sumber pendidikan dan 
pencerdasan rakyat jelata yg sudah berurat dan berakat pada 
masyarakat Indonesia pada umumnya
7 Muhammad Kholil Fathoni, “Pendidikan Islam dan 
Pendidikan Nasional [paradigma Baru]”, Depag Direktorat  Jendral 
Kelembagaan Agama Islam,Jakarta,Th 2005 .Hal.63 
8 Lihat pasal 2 ayat (1) dan (2) dan pasal 10 ayat (2)
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dan pesatren dianggap berada diluar sistem.
Oleh karena itu muncul sikap diskriminatif 
pemerintah terhadap madrasah dan pesantren.
Pada tahap ini madrasah belum dipandang 
sebagai bagian dari sitem pendidikan nasional, 
tetapi merupakan lembaga pendidikan di 
bawah Menteri Agama.9 Reaksi terhadap sikap 
pemerintah yang diskriminatif ini menjadi lebih 
keras dengan keluarnya keputusan Presiden 
No. 34 tahun 1972, yang kemudian diperkuat 
dengan Instruksi Presiden No. 15 tahun 1974. 
Kapres dan Inpres inilah isinya dianggap me-
lemahkan dan mengasingkan madrasah dari 
pendidikan nasional. Bahkan sebagian umat 
Islam memandang Kapres dan Inpres itu 
sebagai manuver untuk mengabaikan peran 
dan manfaat madrasah sejak zaman penjajahan 
telah diselenggarakan umat Islam.
Munculnya reaksi keras umat islam ini disadari 
oleh pemerintah yang kemudian menggambil 
kebijakan untuk melakukan pembinaan mutu 
pendidikan madrasah. Dan untuk mengatasi 
kekhawatiran dan kecemasan umat Islam akan 
dihapuskannya system pendidikan madrasah 
sebagai kongkurensi Kapres dan Inpres di atas, 
maka pada tanggal 24 Meret 1975 dikeluarkan 
Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri 
(Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan, dan Menteri dalam Negeri). SKB 
ini merupakan model solusi yang di satu sisi 
memberikan kepastian akan berkelanjutnya 
usaha- usaha yang mengarah pada pembentukan 
sistem pendidikan nasional yang integratif. Dalam 
SKB tersebut diakui ada tiga tingkatan madrasah, 
yakni Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Aliyah, yang 
ijazahnya diakui sama setingkat dengan SD, 
SMP, dan SMA. Kemudian lulusannya dapat 
melanjutkan ke sekolah umum yang setingkat 
lebih tinggi, serta siswanya dapat berpindah ke 
sekolah umum yang setingkat.
Maka SKB Tiga Menteri ini bagi umat Islam 
adalah pertama, terjadi mobilitas sosial dan 
vertikal siswa siswa madrasah yang selama 
ini terbatas di lembaga lembaga pendidikan 
tradisional (madrasah dan pesantren), dan kedua, 
9 Muhammad Kholil Fathoni, “Pendidikan Islam dan Pendidikan 
Nasional (paradigma Baru)”, DepAg Direktorat Jendral Kelembagaan 
Agama Islam,Jakarta,Th 2005 .Hal.63 
membuka peluang anak-anak santri memasuki 
wilayah pekerja pada sektor modern. Meski 
demikian, bukan berarti SKB Tiga Menteri ini 
tanpa masalah.Melalui SKB ini memang, status 
madrasah disamakan dengan sekolah berikut 
jenjangnya.Dengan SKB ini pulah alumni MA 
dapat melanjutkan ke universitas umum, dan 
vice versa, alumni SMA dapat melanjutkan 
studinya ke IAIN. Karena Madrasah diakui 
sejajar dengan sekolah umum, dimana komposisi 
kurikulum madrasah 70% mata pelajaran umum 
dan 30% pelajaran agama. Efek penyamaan 
ini adalah bertambahnya beban yang harus 
dipikul oleh madrasah. Di satu pihak ia harus 
memperbaiki mutu pendidikan umum setaraf 
dengan standar yang berlaku di sekolah. Di 
lain pihak, bagaimanapun juga madrasah juga 
madrasah sebagai lembaga pendidikan agama 
Islam harus menjaga agar mutu pendidikan 
agamanya tetap sama. 
Namun, dengan penguasaan ilmu-ilmu 
agama 30% termasuk Bahasa Arab, tidak cukup 
memadai bagi alumni MA untuk memasuki 
IAIN, apalagi melanjutkan studi di Timur Tengah 
dan juga calon ulama.10Demikian juga masih 
sering lulusan madrasah mendapatkan perlakuan 
diskriminatif karena dianggap kemampuan 
umum nya dianggap belum setara dengan 
sekolah umum. Perlakuan diskriminatif tersebut 
sangat dirasakan ketika mereka akan masuk ke 
perguruan tinggi ataupun ke dunia kerja.
Perjuangan agar mendapat perlakuan yang 
sama (integrasi madrasah dalam sisdiknas 
secara penuh)., baru dicapai dalam UUSPN 
No. 2 Tahun 1989, dimana madrasah dianggap 
sebagai sekolah umum berciri khas Islam dalam 
kurikulum madrasah sama persis dengan sekolah, 
plus pelajaran agama Islam (7 mata pelajaran). 
Kenyataan beban kurikulum sekolah 100% 
ditambah dengan kurikulum agama sebagai 
ciri khas telah berakibat beban belajar siswa 
madrasah menjadi lebih banyak dibandingkan 
dengan beban belajar anak sekolah.Padahal 
kondisi fasilitas dan latar belakang anak cukup 
berbeda.Oleh karena itu wajar saja bila kualitas 
anak madrasah masih kala dibandingkan dengan 
anak sekolah. Jadi yang membedakan madrasah 
10 Ibid Hal . 65
119 |
Mahdalena | Sejarah Pendidikan Islam Madrasah
dengan sekolah umum sekarang bukan lagi 
pada bobot pengetahuan umum sebagai ciri 
ke Indonesiaan dan kemodernan belum men-
dapatkan tempat dalam sistem pendidikan 
nasioanal UU No. 2 Tahun 1989. Hal ini 
masih mengundang perasaan yang “ kurang 
puas” di kalangan umat, karena masih ada 
perasaan pemerintah menonjokkan madrasah 
yang porsi pengajaran agama lebih besar di 
banding pelajaran umum. Juga masih terdengar 
pendapat yang menyatakan bahwa madrasah 
sebagai sekolah umum yang berciri khas Islam 
itu sebagai upaya“mengandalkan agama”. Tentu 
perasangka ini tidak beralasan, karena memang 
peminat untuk memasukkan anak ke madrasah 
sebagai sekolah umum berciri khas Islam jauh 
lebih besar dibandingkan dengan yang ingin 
anaknya ke sekolah agama yang pengetahuan 
agamanya lebih besar dari pengetahuan umum, 
seperti yang ditunjukan oleh data bahwa anak-
anak yang memilih program pilihan agama 
jauh lebih kecil (48%) dari pilihan IPS atau 
IPA (52%).
Perjuangan untuk memasukkan madrasah 
dengan fokus utama pengajaran agama dalam 
system pendidikan nasional berhasil setelah di 
Undangkannya UU sisdiknas No.20 Tahun 2003.
Dalam undang-undang ini diakui kehadiran 
pendidikan Keagamaan sebagai salah satu jenis 
pendidikan disamping pendidikan umum, 
kejuruan, akademik, profesi, vokasi dan khusus 
(pasal 15).Dalam pendidikan keagamaan 
ini termasuk lagi madrasah sebagai sekolah 
umum berciri khas Islam. MI, MTs, MA dan 
MA Kejuruan sudah dimasukkan dalam jenis 
pen didikan umum dan pendidikan kejuruan. 
Pendidikan keagamaan ini diatur dalam bagian 
tersendiri (bagian kesembilan) pasal 30.11
CIRI KHAS AGAMA ISLAM SEBAGAI 
IDENTITAS MADRASAH
Dalam pasal 55 undang-undang Nomor 
20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan 
Nasional dinyatakan bahwa masyarakat diberikan 
kesempatan untuk menyelenggarakan pendidikan 
berbasis masyarakat sesuai dengan kekhasan 
agama, lingkungan sosial dan budaya untuk 
11 Ibid Hal. 67 
kepentingan masyarakat. Dalam hubungan itu 
baik satuan pendidikan yang diselenggarakan 
oleh Pemerintah (sekolah swasta) memiliki 
kedudukan yang sama dalam system pendidikan 
nasional.12
Dalam ayat (3) dari pasal 36 tentang 
kurikulum juga memberikan petunjuk bahwa 
latar belakang iman, takwa dan agama, harus 
menjadi perhatian dalam menyusun kurikulum.
Penyelenggaraan satuan pendidikan seperti jenis 
pendidikan umum misalnya dapat memberikan 
corak keislaman pada semua kegiatan pendidikan-
nya, apalagi memang memiliki latar belakang 
kesejarahan dan keyakinan atas dasar akidah, 
syariah dari ajaran agama dianutnya.
Undang-undang dasar 1945 pasal 31 ayat (3) 
menegaskan agar Pemerintah mengusahakan 
suatu sistem pendidikan nasional yang me-
ningkatkan mutu iman, takwa dan akhlak 
mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan 
bangsa. Demikian pula dalam ayat (5) pasal 
tersebut dinyatakan bahwa dalam memajukan 
ilmu pengetahuan dan teknologi khendaklah 
menjunjung tinggi agama dan persatuan bangsa 
untuk kemajuan perbedaan dan kesejahteraan 
umat manusia.
Pendidikan nasional seperti disebutkan 
dalam pasal 1 ayat (1) dimaksudkan untuk 
meningkatkan spiritual agama.Tujuan pendidikan 
nasional juga menegaskan untuk menjadikan 
manusia yang beriman, berwatak dan berakhlak 
mulia, selain harus sehat, berilmu, kreatif, 
mandiri, sebagai warga Negara yang demokratis 
dan bertanggung jawab.
Selain itu, dalam penjelasan pasal 36 ayat (1) 
juga dinyatakan bahwa pendidikan agama yang 
diberikan di sekolah dimaksud untuk membentuk 
manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak 
mulia.Sementara itu pelaksanaan pendidikan 
agama serta akhlak mulia merupakan salah 
satu strategi Pendidikan Nasional (penjelasan 
undang-undang nomor 20 tahun 2003 angka 
1 umum).13
Dengan demikian ciri kekhususan agama 
Islam pada satuan pendidikan diartikan se-
12 UU Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 pasal 55
13 Jurnal MP3A Pusat,”(Madrasah,Pemberdayaan dan 
Peningkatan Mutu),”Volme 1,nomor 1 th 2005. Hal. 22
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bagai keseluruan kegiatan pendidikan karena 
keberadaan dan pengalaman historisnya memiliki 
ciri dan karakter pendidikan Islam. Nilai-nilai 
ke Islaman tersebut dikembangkan dalam 
rangka mewujudkan tujuan pendidikan pada 
institusi pendidikan yang bersangkutan serta 
dalam mencapai tujuan pendidikan Nasional, 
yaitu membentuk manusia Indonesia seutuhnya 
sekaligus sebagai manusia muslim yang taat 
menjalankan agamanya. 
Tujuan pendidikan nasional mengacu pada 
perkembangan potensi peserta didik agar menjadi 
manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan 
yang Maha Esa., berakhlak mulia, sehat berilmu, 
cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara 
yang demokratis dan bertanggung jawab. Oleh 
karena setiap mata pelajaran apapun yang di-
berikan kepada anak didik diharapkan mampu 
mengacu kepada tujuan tersebut dengan masing-
masing titik fokus yang berlainan.Masing-masing 
mata pelajaran memiliki tujuan kurikuler yang 
utuh mengacu kepada terbentuknya kualitas 
manusia ideal seperti dirumuskan dalam tujuan 
pendidikan nasional.
Berdasarkan pemikiran tersebut, maka 
lembaga pendidikan Islam khususnya madrasah 
meng hasilkan manusia muslim yang menghayati 
dan mengamalkan ajaran agamanya, dapat 
menjadikan semua mata pelajaran sebagai 
wahana untuk meningkatkan keberhasilan 
pendidikan agama. Artinya, tujuan tersebut dapat 
terintegrasi pada mata pelajaran sains, ilmu-
ilmu sosial, matematika dan mata pelajaran lain 
yang diberikan. Dengan kata lain semua mata 
pelajaran umum diberikan nuansa keislaman 
yang operasinya di integrasikan melalui pokok/
sub pokok bahasan yang memiliki keterkaitan 
dengan nilai-nilai ke-islaman yang relevan. Di 
sini menuntut kemamuan setiap guru madrasah 
untuk dapat memanfaatkan semua mata pelajaran 
yang diberikan kepada siswa, untuk me nanamkan 
nilai keislaman dan kemaslahatan umat manusia.
Setiap mata pelajaran yang diberikan tanpa 
menggunakan pendekatan agama, bukan saja 
kurang efektif bagi pendidikan agama tetapi 
juga dapat menimbulkan jurang pemisah antara 
agama di satu pihak dengan ilmu pengetahuan 
di lain pihak.Sikap ambivalensi semacam itu 
sama sekali bertentangan dengan ajaran agama 
Islam, serta dapat menimbulkan kesalahpahaman 
dalam memahami ajaran agama.
Menjadikan ajaran agama Islam sebagai ciri 
khas satuan pendidikan Islam dan madrasah 
adalah sekaligus menjadikan ajaran agama Islam 
ditempatkan sebagai “ Basic Reference” seluruh 
kegiatan pendidikan. Ajaran islam merupakan 
solusi dari seluruh aktivitas kehidupan muslim, 
dank arena itu proporsional manakala setiap 
kegiatan pendidikan di satuan pendidikan dan 
juga di madrasah memahami rujukan utama 
Al-Qur’an dan Sunnah Rasul, baik pada tingkat 
bilateral maupun konseptual.
Hal ini penting meningkatkan pendidikan 
di setiap satuan pendidikan dan madrasah 
di harap kan dapat memberikan kontribusi 
bagi pengembangan kehidupan masyarakat 
yang islami. Dalam tatanan yang lebih luas, 
pendidikan di setiap satuan pendidikan dan 
di madrasah harus memiliki kedudukan sentral 
dalam memberikan sarana dalam kehidupan 
masyarakat sekitarnya.
Adapun strategi pelaksanaan ciri khas agama 
Islam di madrasah adalah sebagai berikut:14
1. Peningkatan pendidikan agama Islam melalui 
mata pelajaran Al-Qur’an,hadits,keimanan 
fikih,sejarah Islam dan pelajaran agama 
lainnya;
2. Peningkatan pendidikan agama Islam melalui 
mata pelajaran selain Pendidikan Agama 
Islam;
3. Peningkatan pendidikan agama Islam melalui 
kegiatan ekstra kurikuler;
4. Peningkatan pendidikan agama Islam melalui 
penciptaan suasana keagamaan yang kondusif;
5. Peningkatan pendidikan agama Islam melalui 
pembiasan dan pengalaman agama dan shalat 
berjamaah di sekolah;
Dengan demikian ciri khas agama islam 
ditandai dengan adanya kegiatan:15
1. Semakin meningkatnya program pendidikan 
agama secara optimal, Antara lain melalui 
penambahan jam pelajaran pendidikan 
agama;
14 Ibid Hal. 24
15 Ibid Hal. 24
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2. Semakin terhindarnya kegiatan pendidikan 
yang dikotomis antara pendidikan agama dan 
pendidikan umum sehingga memungkinkan 
terjadinya integrasi pendidikan melalui 
program keterpaduan serta keterkaitan antara 
konsep (teori) ilmu pengetahuan (sains) 
dengan ajaran Islam;
3. Semakin terwujudnya suasana keagamaan 
yang kondusif yang dicerminkan dalam 
kehidupan yang serba ibadah dalam amalan 
dan prilaku sehari-hari;
4. Semakin terwujudnya rasa untuk meng-
agungkan kebesaran Allah melaksanakan 
kebesaran Allah melaksanakan syiar dan 
ajaran agamanya serta menjalankan shalat 
jamaah di sekolah;
5. Semakin meningkatkan kesadaran memuliakan 
agama Agama, mencintai orang tua dan 
menghormati gurunya serta mengamalkan 
amal saleh dalam arti yang seluas-luasnya;
6. Semakin meluasnya kegiatan ektrakurikuler 
yang menitikberatkan kepada kegiatan 
keagamaan sehingga mampu mengembang-
kan kribadian siswa secara utuh baik pe-
ngembangan sikap, prilaku dan pola pikir, 
maupun dalam rangka memantapkan 
pelaksanaan dan pengalaman ajaran Islam 
guna memperoleh keridloan Allah SWT.
7. Semakin terpeliharanya pelaksanaan pelajaran 
di sekolah, baik tentang kebersihan, ke-
tertiban, keindahan, keamanan maupun 
sikap kekeluargaan, harga diri dan semangat 
kebersamaan. 
Sebagai upaya untuk mewujudkan ciri khas 
seperti dimaksudkan diperlukan penciptaan 
suasana keagamaan di sekolah sebagai lingkungan 
yang kondusif dalam proses pendidikan yang 
dijalankan.
Dalam hubungan itu satuan pendidikan 
sering dikatakan sebagai tempat sosialisasi, 
yaitu proses penyiapan peserta didik agar dapat 
menyesuaikan diri dan mampu melaksanakan 
berbagai peranan yang mungkin akan dihadapi 
setelah terjun ke masyarakat. Proses sosialisasi 
biasanya dimulai dengan mengenalkan semua 
perangkat tata niali, institusi yang ada dalam 
masyarakat serta peranan yang harus dilakukan. 
Semakin homogen suatu masyarakat akan 
semakin mudah dalam proses sosialisasi, 
dan smakin heterogen suatu masyarakat akan 
semakin sulit dan rumit dalam proses sosialisasi 
yang harus dijalani.
Setelah peserta didik mengenal semua 
perangkat nilai serta istitusi serta peranan 
yang ada, maka mereka dianjurkan untuk 
mem biasakan diri dengan tata nilai dalam 
lingkungan yang terbatas. Sekolah sebagai 
tempat peserta didik menjalani proses sosialisasi 
hendaknya didesain sedemikian rupa sehingga 
memungkinkan peserta didik dapat mengenal, 
menghayati dan melaksanakan sendiri apa yang 
seharusnya dikerjakan.
Dengan demikian setiap peserta didik telah 
dibekali dengan pengetahuan, penghayatan dan 
sekaligus pengalaman yang dapat membentuk 
dirinya sebagai sikap kepribadian yang menyatu.
Agar setiap tahun pendidikan dapat men-
jalankan fungsi sosialisasinya sebagai tempat 
mendidik manusia muslim sesuai dengan tujuan 
pendidikan nasional, maka hendaknya sekolah 
mampu menciptakan suasana kondusif dalam 
mengamalkan ajaran agamanya. Oleh karena itu 
setiap lembaga/satuan pendidikan harus mampu 
menciptakan suasana keagamaan yang kondusif.
Dengan demikian setiap peserta didik, guru dan 
semua yang berada di lingkungan sekolah harus 
menjalankan sikap prilaku yang mencermikan 
ajaran agamanya.
Sikap dan prilaku agamis yang demikian 
dimulai dari kepala sekolah, para pendidik/ guru 
dan semua tata usaha dan anggota masyarakat 
yang ada di sekitar sekolah.Setelah itu peserta 
didik harus mengikuti dan membiasakan diri 
dengan sikap dan prilaku agamis (akhlakul 
karimah).Pola hubugan dan pergaulan sehari-hari 
antara guru dengan guru, antara siswa dengan 
guru dan seterusnya, juga harus mencerminkan 
kaidah-kaidah pergaulan agamis.
Suasana keagamaan dapat juga diwujudkan 
dengan membiasakan diri membaca basmalah 
untuk memulain pekerjaan dan mengakhiri 
dengan hamdalah.Begitu juga dalam hal ber-
pakaian dan berpenampilan, di atur sedemikian 
rupa sehingga tidak berseberangan dengan nilai-
nilai ajarana Islam.
Suasana keagamaan dapat pula diwujudkan 
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dengan cara meletakkan gambar-gambar 
dan kaligrafi tulisan ayat-ayat Al- Qur’an di 
semua ruangan kelas agar semua peserta didik 
mendapatkan suasana agamis.Demikian pula 
dengan adanya fasilitas ruang paktek ibadah, 
masjid atau musholla sekolah, diharapkan 
agar setiap peserta didik mapu membiasakan 
diri untuk shalat berjamaah, serta melakukan 
kegiatan ibadah lainnya.
Suasana agamis dapat diartikan sebagai 
suasana dari hubungan harmonis yang saling 
menunjang untuk berperilaku sesuai dengan 
norma-norma yang diajarkan oleh Al-Qur’an 
dan Hadits Rasullah Saw.Operasionalisasi dari 
definisi ini dapat dituankan dalam tata tertib 
sekolah yang harus ditaati oleh semua pihak, 
baik kepala sekolah, guru maupun siswa dan 
bahkan masyarakat lingkungan sekolah.
Upaya untuk menciptakan suasana keagamaan 
itu antara lain dilakukan melalui kegiatan-
kegiatan:16
1. Do’a bersama sebelum memulai dan sesudah 
kegiatan belajar mengajar;
2. Shalat Dzuhur berjamaah dan kultim (kuliah 
tujuh menit);
3. Pengajian/bimbingan keagamaan secara 
berkala;
4. Mengisi peringatan hari-hari besar keagamaan 
dengan kegiatan yang menunjang internalisasi 
nilai-nilai agama, dan menambah ketaatan 
beribadah.
5. Mengintensifkan praktek ibadah, baik ibadah 
mahdhah maupun ibadah sosial;
6. Melengkapi bahan kajian mata pelajaran 
umum dan nuansa ke-Islaman yang relevan 
dengan nilai-nilai agama/ dalil nash al-Qur’an 
atau hadits Rasulullah Saw;
7. Mengadakan pengajian kitab diluar waktu 
terjadwal dalam kelas;
8. Menciptakan hubungan ukhuwah Islamiyah 
dan kekeluargaan atara guru, pegawai, siswa 
dan masyarakat sekitar;
9. Mengembangkan semangat belajar, cinta 
tanah air dan mengagungkan kemuliaan 
agamanya;
16 Ibid Hal. 26
10. Menjaga ketertiban, kebersihan dan ter-
laksana nya amal sahalih dalam kehidupan 
yang sarwah ibadah di kalangan siswa, 
karyawan, guru dan masyarakat lingkungan 
sekolah.
Dalam pelaksanaan ciri khas agama Islam 
para guru, terutama guru agama memegang 
peranan yang sangat penting. Guru merupakan 
faktor yang sangat dominan dan menentukan 
berhasilnya proses mengajar sekaligus proses 
pendidikan itu sendiri. Mereka bukan saja 
berperan sebagai pengajar yang menularkan 
ilmu pengetahuan dan keterampilan kepada 
anak didik, tetapi lebih dari itu merupakan 
contoh dan panutan masyarakat luas tanpa 
membedakan apakah dia guru IPA, IPS, Bahasa 
dan sebagainya.
Guru agama dan guru satuan pendidikan yang 
memiliki ciri khas agama Islam pada umumnya 
memiliki status tersendiri yang mungkin lebih 
dituntut untuk lebih moralis/agamis atau setidak-
tidaknya harus lebih baik dibandingkan dengan 
guru sekolah yang buan lembaga pendidian 
Islam. Guru tersebut merupakan figur atau 
agamawan, paling tidak merupakan pengajar/ 
pendidikan agama. Ada beberapa hal yang 
mungkin dapat dijadikan pertim bangan untuk 
menentukan indikator apakah seofang guru 
cukup menampilkan citra agamis atau tidak, 
antara lain:17
1. Cara dan pilihan model pakaian setiap guru 
diharapkan memakai pakaian yang sopan 
dan rapi, memmpertimbangkan aturan 
aurat, terutama sekali i saat mereka berada 
di lingkungan sekolah.
2. Tata cara pergaulan yang sopan mencerminkan 
sikap akhlakul karimah dikalangan guru 
antara guru dan siswa. 
3. Disiplin dengan waktu dan tata tertib yang 
ada, sehingga dapat menumbuhkan sikap 
hormat dari anak didik dan masyarakat. 
4. Taat beribadah menjalankan syariah agama 
dan diharapkan terbiasa untuk memimpin 
upacara keagamaan bukan saja di lingkungan 
sekolah tetapi juga di luar sekolah/ masyarakat.
5. Memiliki wawasan pemikiran yang luas, 
17 Ibid Hal. 27
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sehingga dalam mengahdapi heterogenitas 
faham dalam golongan agama tidak bersikap 
sempit dan fanatik. 
Dengan kata lain setiap guru hendaknya 
merupakan pribadi-pribadi muslim yang me-
miliki kedalaman wawasan, ilmu, dihiasi 
dengan tingkahlaku akhlakul karima yang patut 
menjadi panutan peserta didik. Kriteria tersebut 
nampaknya berlaku ideal, namun bila setiap 
sekolah Islam ingin berhasil mendidik manusia 
muslim yang menghayati dan mengamalkan 
ajarana agamanya, maka kriteria tersebut, me-
rupakan suatu hal yang diperlukan dan logis. 
Untuk terciptanya suasana yang ber ciri khas 
ke-Islaman diperlukan sarana pendidikan yang 
memadai. Sarana pendidikan tersebut antara 
lain:18
1. Tersedianya masjid sebagai pusat kegiatan 
ibdah dan aktivitas siswa;
2. Tersedianya perpustakaan yang dilengkapai 
dengan buku-buku dari berbagai disiplin, 
khususnya mengenai ke-Islaman;
3. Terpasangnya kaligrafi ayat-ayat dan hadits 
nabi kata hikmah tentang semangat belajar, 
pengabdian kepada agama, serta pembangunan 
nusa dan bangsa;
4. Adanya keteladanan guru, tenaga kependidikan 
lainnya, ketatausahaan dan siswa, khususnya 
dalam hal pengamalan dalam ajaran agama;
5. Terpeliharanya suasana sekolah yang bersih, 
tertib, indah, dan aman serta tertanam rasa 
kekeluargaan;
PENUTUP
Perjuangan agar mendapat perlakuan 
yang sama (integrasi madrasah dalam sistem 
pendidikan nasional secara penuh), baru dicapai 
dalam UUSPN No. 2 Tahun 1989., dimana 
madrasah dianggap sebagai sekolah umum yang 
berciri khas Islam dan kurikulum madrasah 
sama persis dengan sekolah, plus pelajaran 
agama Islam (7 mata pelajaran) . ( Secara 
operasional, integrasi madrasah ke dalam sistem 
pendidikan nasional ini dikuatkan dengan PP 
No. 28 tahun 1990 dan SK Menteri Pendidikan 
18 Ibid Hal. 27
Nasional No. 0487/U/ 1992 dan No. 054/U/ 
1993 yang antara lain menetapkan bahwa MI/
MTs wajib memberikan bahan kajian sekurang 
kurangnya sama dengan “SD/SMP”. Surat-surat 
Keputusan ini ditindak lanjuti dengan SK Menteri 
Agama No. 368 dan 369 tahun 1993 tentang 
penyelenggaraan MI dan MTs. 
Sementara tentang Madrasah Aliyah (MA) 
diperkuat dengan PP Nomor 29 tahun 1990, 
SK Menteri Pendidikan Nasional Nomor 
0489/U/ 1992 (MA sebagai SMA berciri khas 
agama Islam) dan SK Menag Nomor 370 tahun 
1993. Pengakuan ini mengakibatkan tidak ada 
perbedaan lagi antara MI/MTs/MA dan SD/SMP/
SMA selain ciri khas agama Islamnya.) Integrasi 
madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional, 
dengan demikian bukan merupakan integrasi 
dalam arti pe¬nyelenggaraan dan pengelolaan 
madrasah oleh Departemen Pendidikan 
Kebudayaan (sekarang Kementerian Pendidikan 
Nasional), tetapi lebih pada pengakuan yang 
lebih mantap bahwa madrasah adalah bagian 
dari sistem pendidikan nasional walaupun 
pengelolaannya dilimpahkan pada Kementerian 
Agama.
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